GUBERNURLAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/279 /BNI/HK/2004
TENTANG
PENGGANTIAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH PROPINSI LAMPUNG
“TAHUN ANGGARAN 2004 PADA DINAS PENGAIRAN
PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca i 1. 12 Mel 2004, Sdr.
T ANGLUDOT MOCHTAR NI 10012026 Pangkat/Golongan Pembina

Utara Madya (IV/e) Jabatan Kepala Dinas Pengairan Propinsi Lampung

telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus

2. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/107/IV.07/2004
r. WOER)

Pengair pung.

. Sutat sulan P cpala Keolh Dinas Pengairan Propinsi Lampung Nomor

954/328/01/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Usul Penggantian
Peranggung I Pengna Angga!n pada Dinas Pengairan Propinsi
Lampung Tahun Anggaran

Menimbarg ;3. bahwa dabm rangka pelssaraan progamkegitan yarg ranya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD)
i Lampung, dengan Keputusan Gubemur Lampung Nomor:

G/016/B.VI/HK/2004, tefah ditetapkan dan ditunjuk Pegawal Necen Sipil

pada Satuan Unit Kerja perangkat Daerah Propinsi, sebagai Pe

Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas;

b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan
lampl pada turuf a
tersebut telah memasuki usia pensiun dan berdasarkan St P
Guberur Lampung Nomor 821.1/1097/1V.07/2004 tanggal 29 Juli 2004,

Pembina kant T (lv/h) Jabatan Wakil Kepala Dinas Pengairan
d sebagai

Propi
Peksana Tugas. () Kepai Dnes

Penwhn Proind Lampung;

hwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, ap dan,_ pangiat
ks Cotmrn dimn | e Keptusan i dpancang caap
an mampu st memenut syart untk ok

Sawab Penggna Anggaran Tahan Aggaren
bl dalam rangia pelaaraan, maksud foeld ., b, dan c tersebut di
atas, di pandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubemur
Lampung;

.n



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Mengingat

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1599 tertang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan

4. Peraturan Pemerintah mmof 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tertang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6 Kepdtusan Mentet Dalam Negel Nomor 20 Tahun W2 tentang
Pedoman Penyusunan _Pengurusan, Pertanggung Jawaban

(euangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan mman

Pencapaten. dan Boania Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaa Keangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendzpatan den Belanja

Daerah;

Perstumn Dacrh Proples! Lampung Normr 3 Tabon 2008 tekang

Pokok-Pokok Pengelotaan Keuangan Daeral

8 Perstirr Onersh Progel Langung | Nomor 15 Tabun, 2000 tenang
Organisasi dan Tata Kerja Sekreta dan Sekretariat DPRD
Propinsi Lampung;

9. Perstran Dasrah Popie Lampung Nomor 1 Tahuny 2008 tetang

Pa\d:pmn dan Belanja Daerah (APBD) Propins Lampung

Tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubemur Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanfa Dacrah (APBD) Propinsi

Lampung Tahun 2004;
2. Keputusan Gubemur Lampung Nomor G/O16/BNI/HK/2004 tentang
Penurjukan Peranggung Jawab Penggura Anggaran dan Pemegard Kas
n Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Propinsi Lampung

Tahun 2004;
3 Keputusan Gubemur Lanpung Nomor G/O38/V.01/HK/2004, terang
Angseen

Penetapan Anggaran
Pendapatan - Edanp Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKA!

PERTAMA  : Mmm;msm dmpm Hormat PeataPegama Neger Sp yang N,
/golongan sebagaimana_tercantum datam _kolom
Iimp1r-n kq)mnwn Ini sebagai Penanggung Jawab meun- Anggaran.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipl yang Nama, NIP, dan pangkat/ golongan
sebagai

imana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai
Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Dinas Pengairan Propinsi

Lampung.
KETIGA @ Hahal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubermur Lampung Nomor



KEEMPAT

Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernt
Campung Nomor GI016/B./FK/2004 Nomer Ut 34 ko 3 inyaakan
tidak beriaku lagi.

KELMA  : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal serah terima
dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan -wl- e
hari temyata terdapat kekeliuian dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetuian sebagaimana mustinya.
Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Agustus 2004
GUBERNUR LAMPUNG
dto
SJACHROEDIN, Z.P.
Tembusan disampaikan
Menterl Dalam Negeri di Jakarta ;
Menteri Keuangan di Jakarta ;
Ketua BPK di Jakarta ;
. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lam

LeNamABNE

10.Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersanglutan ;
11 Himpunan Keputusan.

PETIAN :Keputusar, b dsampalian kegads yang barsaghudan

ik diketahul dan dilaksanal



